KABUPATEN BADUNG

KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BADUNG
TAHUN ANGGARAN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2025



N>

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 900 /16055 / SETDA /| BPKAD
900 /1663 / DPRD
TANGGAL : 15AGUSTUS 2025

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1.

2.

Nama . | Wayan Adi Arnawa

Jabatan . Bupati Badung

Alamat Kantor . Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
“Mangupraja Mandala” Jalan Raya Sempidi,Mengwi
Badung - Bali.

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Badung, yang selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA,

a. Nama .| Gusti Anom Gumanti
Jabatan . Ketua DPRD Kabupaten Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
“Mangupraja Mandala” Jalan Raya Sempidi, Mengwi
Badung - Bali.
b. Nama : Anak Agung Ngurah Ketut Agus Nadi Putra
Jabatan . Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
“Mangupraja Mandala” Jalan Raya Sempidi, Mengwi
Badung - Bali.
c. Nama . | Made Wijaya
Jabatan . Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
“Mangupraja Mandala” Jalan Raya Sempidi, Mengwi
Badung - Bali
d. Nama .| Made Sunarta
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
“‘Mangupraja Mandala” Jalan Raya Sempidi, Mengwi
Badung - Bali.

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama
antara DPRD dengan Pemerintan Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar

penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD
yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, terhadap Kebijakan Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan

Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dalam Lampiran

yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.
Mangupura, 15 Agustus 2025
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BABI
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Untuk menghadapi perubahan pesat, termasuk transformasi teknologi,
geopolitik, perubahan iklim dan pertumbuhan ekonomi, dan diharapkan juga dengan
pertumbuhan ekonomi yang bisa tinggi, pemerataan bisa mangkin tinggi, ketimpangan
makin turun sehingga kesejahteraan semakin meningkat. Pelaksanaan pemanfaatan
anggaran diarahkan untuk program dan kegiatan yang mendukung penciptaan lapangan
kerja, mendorong terobosan teknologi, mendukung swasembada pangan serta
meningkatkan produktivitas. Peningkatan produktivitas dilakukan melalui program
Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah unggulan, percepatan Rumah Sakit (RS) daerah,
transformasi digital dan reformasi birokrasi. Dalam swasembada pangan akan didukung
pelaksanaan lumbung pangan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM) hulu hilir. Terkait percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif, bakal dilakukan

akselerasi hilirisasi sumber daya alam dan percepatan pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal
Tahun 2026, bahwa di tengah gejolak global yang dinamis dan tantangan struktural
domestik, kebijakan fiskal 2026 diarahkan untuk mewujudkan “Kedaulatan Pangan,
Energi, dan Ekonomi” menuju Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera sehingga

kebijakan fiskal tahun 2026 dirancang tetap ekspansif, terarah, dan terukur.

Kinerja APBD tahun 2025 menjadi pijakan untuk menapaki tahun 2026.
Meskipun tahun ini masih menjadi masa transisi pemerintahan. Untuk mewujudkan
perencanaan pembangunan yang berkualitas, Inklusif dan berkelanjutan, dengan
menyelaraskan program-program yang ada visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja,
strategi, dan arah kebijakan pembangunan yang meliputi : Sumber Daya Manusia
berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan
karakter dan jati diri bangsa. Infrastruktur dan pariwisata yang berkualitas, untuk
mendukung pariwisata berkualitas, Pemerintah Kabupaten Badung akan menangani
berbagai isu strategis, seperti kemacetan, sampah, air bersih, banjir, dan keamanan, serta
salah satu langkah konkret adalah pembangunan infrastruktur yang merata di wilayah

Badung Selatan, Badung Tengah, dan Badung Utara. Untuk memastikan efektivitas
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pembangunan di daerah, maka perlu adanya sinergi perencanaan program kerja tahunan
antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah melalui
rencana kerja pemerintah daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun yang memuat :
a. Program, Kegiatan, Lokasi dan Kelompok Sasaran yang disertai indikator kinerja;
b. prioritas pembangunan daerah; dan
c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
Selanjutnya, dokumen RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan
Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
yang disampaikan kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan APBD.
Pengaturan mengenai mekanisme penyusunan dan substansi pokok KUA
terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 yang memuat ketentuan
terkait KUA dan PPAS sebagai berikut:
a. Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 menyebutkan :
(1) Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan
RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD
(2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
Pedoman penyusunan APBD tersebut memuat antara lain:
a) pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah
dengan pemerintah daerah;
b) prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
c¢) teknis penyusunan APBD;
d) hal-hal khusus lainnya
(3) Rancangan KUA memuat :
a) kondisi ekonomi makro daerah;
b) asumsi penyusunan APBD;
c) kebijakan Pendapatan Daerah;
d) kebijakan Belanja Daerah;
e) kebijakan Pembiayaan Daerah;

f) strategi pencapaian.
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b. Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 menyebutkan :

(1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada
DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati
bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

(2) Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS ditandatangani
oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan
Agustus.

(3) KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi
pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.

(4) Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dilakukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 menyebutkan : Dalam hal
Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan
rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), paling lama 6
(enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada
DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada
DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun
Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan

DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 menyebutkan :
(1) menyebutkan Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas
persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
(2) menyebutkan Persetujuan bersama ditandatangani bersamaan dengan

penandatanganan KUA dan PPAS.

Penyusunan KUA pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Tingkat kinerja
yang direncanakan dalam satu tahun anggaran merupakan tahapan dari kinerja

pelayanan yang diharapkan pada rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang.
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1.2 Tujuan Penyusunan KUA

KUA merupakan dokumen perencanaan anggaran daerah disusun setiap tahun
oleh Kepala Daerah yang dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan tujuan
yaitu :

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan PPAS dan Rancangan APBD
Kabupaten Badung Tahun 2026 yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja
dan pembiayaan;

b. penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di Kabupaten Badung
secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan
masyarakat Kabupaten Badung;

c. Untuk memenuhi kewajiban yuridis penyelenggaraan pemerintahan daerah
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dalam penyusunan KUA didasarkan atas peraturan perundang-undangan

sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4250);

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimanan telah diubah beberapa kali, terkahir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimanan telah diubah dengan Undang-
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Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);

d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi  Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

h. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2024 tentang Kabupaten Badung di Provinsi Bali
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 258, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7009);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

j. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
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k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

l. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

m. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

n. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

0. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6847);

p. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

q. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

r. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
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s. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);

t. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi Pegawai
Negeri Sipil;

u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

v. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 14);

w. Peraturan Bupati Badung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Semesta Berencana Tahun 2026.

KUA KABUPATEN BADUNG TA. 2026 7



BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Tahun 2026

Total perekonomian Bali pada triwulan [-2025 yang diukur berdasarkan PDRB
(Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar
Rp 69,61 triliun. Jika diukur atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010, PDRB Bali
tersebut tercatat sebesar Rp 37,46 triliun. Sedangkan jika dibandingkan dengan periode
yang sama tahun sebelumnya (y-on-y), struktur ekonomi Bali dari sisi produksi, pada
triwulan 1V-2024 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum yang berkontribusi sebesar 21,75 persen. Sementara dari sisi
pengeluaran, kontribusi terbesar tercatat pada Komponen Konsumsi Rumah Tangga
yaitu 51,54 persen. Secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Bali sampai dengan 2024
tumbuh positif sebesar 5,48% (c-to-c), berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional
Tahun 2024 sebesar 5,03% (c-to-c). Selanjutnya pertumbuhan ekonomi Badung Tahun
2024 tumbuh sebesar 5,94% berada di atas pertumbuhan ekonomi Bali dan Nasional.

Prospek pariwisata Badung di tahun 2025 sangat menjanjikan, dengan fokus
pada peningkatan kualitas dan keberlanjutan pariwisata. Pemerintah Kabupaten Badung
berupaya menciptakan pariwisata berkualitas, termasuk dengan fokus pada infrastruktur
seperti jalan baru untuk mengatasi kemacetan. Pengembangan pariwisata melibatkan
partisipasi masyarakat lokal untuk memberikan manfaat langsung. Tidak kalah penting
potensi alam, budaya, dan masyarakat lokal dimanfaatkan untuk meningkatkan daya
tarik wisata serta promosi pariwisata ditingkatkan untuk menarik lebih banyak
wisatawan. Dengan fokus pada aspek-aspek ini, Kabupaten Badung berupaya menjadi
destinasi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, serta mampu memberikan
manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2026 diharapkan dapat
tumbuh lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu pula, pada Tahun
2026 diharapkan tidak hanya terjadi peningkatan konsumsi, melainkan juga terjadi
peningkatan  investasi, ekspor, dan teknologi. Peningkatan kualitas di bidang

infrastruktur publik dalam upaya mendukung sektor pariwisata maka yang menjadi
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perhatian utama adalah sampah, air bersih, banjir, keamanan serta  pembangun

jaringan jalan baru untuk mengatasi kemacetan.

Mengintegrasikan pembangunan sektor pertanian dengan sektor pariwisata
merupakan strategis penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mendorong
pertumbuhan ekonomi daerah seperti pengembangan agro-eko-wisata dimana
wisatawan dapat terlibat dalam kegiatan pertanian seperti panen, berkebun, atau belajar
tentang sistem irigasi subak, dapat menjadi daya tarik wisata yang menarik dan
edukatif. Integrasi pariwisata dan pertanian dapat memberikan manfaat ganda.
Pariwisata dapat meningkatkan pendapatan petani melalui penjualan produk pertanian,
sedangkan pertanian dapat menjadi daya tarik wisata yang unik dan menarik bagi
wisatawan.

Kondisi umum capaian pembangunan Kabupaten Badung berdasarkan 5 (lima)
indikator yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Kemiskinan, Tingkat Pengangguran
Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Gini Ratio. Selanjutnya capaian

pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2020 sampai 2024 dapat dilihat pada tabel

berikut:
Tabel 2.1
Capaian Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2020-2024
NO INDIKATOR TAHUN
2020 2021 2022 2023 2024
1 Pertumbuhan Ekonomi -16,52 | -6,74 9,97 11,29 | 5,65
2 Persentase Kemiskinan 2,02 2,62 2,53 2,30 2,23
3 Tingkat Pengangguran | 6,92 6,93 6,87 2,72 1,83
Terbuka
4 Indeks Pembangunan | 81,60 | 81,83 | 82,13 83,08 | 83,87
Manusia
5 Gini Rato 0,316 |0,332 |0,316 0,280 | 0,280

Sumber : BPS Kabupaten Badung dan BPS Provinsi Bali

2.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator capaian pembangunan
daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung dari Tahun 2019 mengalami
perlambatan. Hal ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi global yang mengalami
perlambatan pada Tahun 2019 yang lalu. Selanjutnya pada Tahun 2020 dan 2021

pertumbuhan ekonomi Badung mengalami perlambatan yang cukup signifikan yaitu
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sebesar -16,52% pada Tahun 2020 dan -6,74% Pada Tahun 2021, namun di Tahun 2023
mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 11,29% sebagai dampak dari pemulihan
ekonomi dari adanya pandemi covid-19.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung Tahun Tahun 2024 diperkirakan
sebesar 5,94% seiring dengan normalisasi pasca lonjakan pemulihan dan menyesuaikan
dengan dinamika ekonomi global dan domestik. Perekonomian Kabupaten Badung
yang mengandalkan kedatangan wisatawan baik wisatawan domestik maupun
wisatawan mancanegara, sehingga dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas
pariwisata. Berbagai pembangunan infrastruktur penunjang fasilitas kegiatan tersebut
dilaksanakan di Kabupaten Badung. Tentu saja hal ini berpengaruh terhadap
peningkatan penyerapan tenagakerja yang terjadi di berbagai kategori. Hal ini
berdampak positif bagi terbentuknya nilai tambah di Kabupaten Badung pada tahun
2025. Struktur perekonomian Badung didominasi oleh 2 (dua) kategori, diantaranya:
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Transportasi dan Pergudangan.
Sebagai salah satu destinasi wisata, kontribusi kategori Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum serta kategori Transportasi dan Pergudangan menjadi penopang dalam
industri pariwisata di Badung. Peningkatan investasi terus ditingkatkan seiring dengan
pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sehingga menyerap tenaga kerja, dan mampu

mengurangi pengangguran.

2.1.1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Secara umum, perkembangan ekonomi makro di Kabupaten Badung sampai
dengan Tahun 2025 menunjukkan peningkatan. Stabilitas ekonomi makro sebagaimana
dimaksud nampak dari geliat aktivitas perekonomian yang berkembang dan menyentuh
langsung pada perkembangan sektor rill. Peningkatan aktivitas perekonomian di
Kabupaten Badung secara langsung berdampak terhadap tingkat kesejahteraan
masyarakat Badung yang nampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi dan besaran
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu
proses terjadinya kenaikan PDRB riil atau pendapatan riil, dan perekonomian dikatakan
tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung Tahun Tahun 2024 sebesar 5,94%
seiring dengan normalisasi pasca lonjakan pemulihan dan menyesuaikan dengan

dinamika ekonomi global dan domestik. Meskipun melambat, capaian ini tetap
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menunjukkan arah yang positif dan menjadi dasar optimisme untuk penguatan struktur
ekonomi daerah ke depan. Adapun PDRB Kabupaten Badung Tahun 2023 Atas Dasar
Harga Berlaku diperkirakan sebesar 63,398 Trilyun rupiah dan berdasarkan Atas Dasar
Harga Konstan sebesar 35,554 Trilyun rupiah. Sedangkan PDRB Kabupaten Badung
Tahun 2024 Atas Dasar Harga Berlaku diperkirakan sebesar 75,098 Trilyun rupiah dan
berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan sebesar 37,667 Trilyun rupiah.

Data secara lengkap dapat dilihat pada Grafik 2.1 berikut ini :

PDRB Kabupaten Badung (Trilyun Rupiah)Tahun 2020 -2024
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Sumber : BPS Kab Badung

2.1.1.1.2 PDRB Per Kapita

Indikator lain untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah
pendapatan perkapita yang membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan
tahun, sehingga untuk mengukur kesejahteraan masyarakat diperlukan data distribusi
pendapatan. Selama kurun waktu empat tahun terakhir pendapatan per Kapita
berdasarkan Harga Konstan dan berdasarkan Harga Berlaku terus mengalami kenaikan.

Selengkapnya pendapatan per Kapita dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 2.2.
PDRB Perkapita Kabupaten Badung Atas Dasar harga konstan
Tahun 2020 s.d. 2024

Uraian 2020 2021 2022 2023 2024*
Nilai PDRB (dalam juta Rupiah) | 31.147.822| 29.049.519| 31.946.548| 35.554.320 37.667,34

Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa) 548,19 552,75 558.06 563,33 568,55
PDRB perkapita (Ribu Rupiah) 56.743,00 |  52.88933| 58.13431| 63.11791 56.743,00

Sumber : BPS Kabupaten Badung

Ket.  : *) Angka sementara hasil proyeksi
Tabel 2.3
PDRB Perkapita Kabupaten Badung Atas Dasar harga Berlaku
Tahun 2020 s.d. 2024
Uraian 2020 2021 022 2023 2024+
Nilai PDRB (dalam juta Rupiah) 49.026,03 44.882,08 55.290,00) 68.399,54 75.098,20
Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa) 548.19 552.75 558.06 563,33 568,55
PDRB perkapita (Ribu Rupiah) 89.312,31 81.715,00 99.075,72 12141938 132.087,94

Sumber : BPS Kabupaten Badung
Ket.  : *) Angka sementara hasil proyeksi

2.1.1.2. Kemiskinan

Kemiskinan dapat dijadikan ukuran pembangunan baik dari segi sosial maupun
ekonomi. Kemiskinan yang meningkat dapat memberikan sinyal bahwa iklim
perekonomian perlu diperbaiki dan pembangunan kesejahteraan sosial perlu
ditingkatkan. Persoalan-persoalan penyebab terjadinya kemiskinan dapat dikategorikan
ke dalam berbagai akar permasalahan, seperti Kemiskinan Struktural yaitu fenomena
kemiskinan karena faktor sistem dan kebijakan yang tidak berpihak pada orang miskin,
kemiskinan kultural yaitu kemiskinan yang dilatarbelakangi faktor-faktor budaya
masyarakat yang menyebabkan si miskin terus terperangkap dalam keadaan miskin,
hingga kemiskinan situasional yaitu terjadinya kondisi-kondisi atau perubahan yang
tragis sehingga menyebabkan seseorang jatuh miskin.

Berpijak pada hal tersebut maka dalam upaya menanggulangi kemiskinan

Pemerintah Kabupaten Badung berupaya melaksanakannya melalui penguatan
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fundamental ekonomi daerah dan perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan.
Program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan ini diupayakan untuk
seoptimal mungkin menghidari bentuk-bentuk kegiatan yang akan menciptakan
ketergantungan masyarakat miskin terhadap bantuan/uluran tangan pemerintah sehingga
lebih diarahkan pada upaya pengembangan kapasitas masyarakat miskin agar mampu
meningkatkan kualitas hidupnya secara berdikari dan berkelanjutan. Dalam hal
penurunan kemiskinan, Badung juga mencatat keberhasilan luar biasa. Sejak 2023,
angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Badung telah mencapai 0%, dan kondisi
tersebut bertahan sepanjang 2024. Angka kemiskinan umum juga mengalami
penurunan, dari 2,3% pada tahun 2023 menjadi 2,20% di tahun 2024. Keberhasilan ini
menjadikan Kabupaten Badung tetap menjadi kabupaten dengan angka kemiskinan
terendah di Indonesia selama hampir 19 tahun berturut-turut, kecuali pada tahun 2020
akibat pandemi. Capaian ini menunjukkan bahwa komitmen Pemerintah Kabupaten
Badung dalam menekan angka kemiskinan telah membuahkan hasil yang nyata, dengan

berbagai program yang telah berjalan dan rencana ke depan yang lebih terarah.

Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Badung
dilakukan melalui kebijakan dan strategi berikut:

a. Pengurangan beban sosial ekonomi masyarakat miskin yang dilaksanakan melalui
sektor yang vital seperti pemenuhan kebutuhan dan akses terhadap pangan,
kesehatan dan pendidikan.

b. Pemberdayaan potensi sosial ekonomi masyarakat miskin yang dilaksanakan
melalui sektor lain yang memiliki daya ungkit signifikan seperti peningkatan
aktivitas ekonomi kerakyatan didukung dengan pemantapan infrastruktur dasar.

c. Penguatan sinergi dan kemitraan multipihak yang dilaksanakan melalui pelibatan
berbagai komponen pembangunan seperti pemerintah, masyarakat, perguruan
tinggi, dunia usaha (Corporate Social Responsibility) dalam melaksanakan program

penanggulangan kemiskinan.
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Data perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di

Kabupaten Badung selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 4
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Badung Tahun 2020-2024

NO TAHUN PROYEKSI JUMLAH JUMLAH PERSENTASE
PENDUDUK (Ribu PENDUDUK (%)
Jiwa) MISKIN (ribu
Jiwa)
1 2020 548,19 13.750 2,02
2 2021 552,75 18.520 2,62
3 2022 558,06 18,280 2,53
4 2023 563,,33 17,010 2.30
5 2024 568,55 16,870 2,23

Sumber : BPS Provinsi Bali

Selanjutnya Persentase Kemiskinan Tahun 2020-2024 seperti terlihat pada
Grafik 2.2. berikut ini.

Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten
BadungTahun 2020 - 2024 (%)
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2020 2021 2022 2023 2024

Sumber : BPS Kabupaten Badung

2.1.1.3. Ketenagakerjaan
Tenaga kerja memiliki potensi besar dalam mempercepat perkembangan
ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan

berdasarkan prinsip ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, tenaga kerja dapat dikatakan
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sebagai objek sekaligus subjek utama pembangunan yaitu sebagai penggerak roda
perekonomian di suatu daerah. Hampir semua negara maupun daerah mengalami
permasalahan ketenagakerjaan, karena masalah ketenagakerjaan identik dengan
pengangguran yang merupakan penyakit ekonomi makro. Demikian halnya dengan
Kabupaten Badung, walaupun merupakan daerah pusat pengembangan pariwisata Bali,
terutama sektor akomodasi, tidak bisa lepas juga dari masalah pengangguran.
Berdasarkan Konsep Dasar Tenaga Kerja (Standard Labour Force Concepts),
pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi sedang
mencari pekerjaan, mempersiapkan suatu usaha, merasa tidak mungkin mendapat
pekerjaan (putus asa) atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Kondisi Kabupaten Badung Tahun 2023 terdapat 451.921 ribu orang penduduk
usia kerja, dan sebanyak 333.483 ribu orang diantaranya adalah angkatan kerja. Dari
jumlah angkatan kerja tersebut sebanyak 324.403 ribu orang sudah terserap pada
berbagai lapangan usaha/kegiatan, sedangkan sisanya sebanyak 9.080 ribu orang masih
dalam upaya mencari pekerjaan atau menganggur, sehingga tingkat pengangguran
terbuka sebesar 2,72%. Selanjutnya Tahun 2024 terdapat 457,414 ribu orang penduduk
usia kerja, dan sebanyak 345.770 ribu orang diantaranya adalah angkatan kerja. Dari
jumlah angkatan kerja tersebut sebanyak 340,656 ribu orang sudah terserap pada
berbagai lapangan usaha/kegiatan, sedangkan sisanya sebanyak 5,114 ribu orang masih
dalam upaya mencari pekerjaan atau menganggur, sehingga tingkat pengangguran

terbuka sebesar 1,87%.

Sumber : BPS Kabupaten Badung

Indikator ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel
berikut ini :
Tabel 2.5
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Badung (ribu orang)
Tahun 2020-2024
No. Uraian 2020 2021 2022 2023 2024
I [Penduduk Usia Kerja 543.301 557.972 572.909 451921 457,414
2 |Angkatan Kerja 394.943 404.664 417.078 333483 [ 345.770
3 [Bekerja 367.619 376.637 388.428 324403 [ 339.430
4 |Pengangguran Terbuka 27324 28.027 28.650 9.080 6.340
5 |Bukan Angkatan Kerja 148.358 153.308 155.831 118.438 111.644
6 | Tingkat Pasttisipasi Angkatan Kerja (%) 72,69 12,52 72,80 73,79 75,59
T | Tingkat Pengangguran Terbuka 6,92 6,93 6,87 2,72 1,87
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2.1.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan yang ideal pada dasarnya mencakup pembangunan secara
keseluruhan. Tidak hanya pembangunan ekonomi yang perlu ditingkatkan oleh suatu
daerah, tetapi pembangunan manusianya juga menjadi suatu keharusan untuk
dilaksanakan. Hal inilah yang mendorong para pimpinan daerah untuk merubah
paradigma bahwa fokus pandang dari pembangunan ekonomi tidak berdasarkan pada
perhitungan pendapatan daerah, tetapi berorientasi pada pembangunan manusia sebagai
makhluk sosial. Pembangunan manusia pada dasarnya mencakup tiga komponen yang
mendasar pada diri manusia yaitu peluang hidup (longevity), pengetahuan (knowledge),
dan hidup layak (decent living). Oleh karena itu diperlukan indikator pengukuran
pembangunan manusia yang dapat digunakan untuk melihat sudah sejauh mana
pelaksanaan pembangunan manusia berjalan di suatu daerah. Indikator yang biasa
digunakan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Kabupaten Badung mempunyai sumber daya alam yang melimpah sehingga
memiliki peluang yang cukup besar untuk tumbuh dan mengembangkan berbagai sektor
perekonomian. Meskipun banyak kesempatan kerja yang diciptakan, bila kualitas SDM
Kabupaten Badung lebih rendah dan tidak dapat memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan
oleh lapangan kerja yang ada, lambat laun peluang kerja akan diisi oleh para pendatang.
maka melalui strategi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup
masyarakat agar pemerataan hasil-hasil pembangunan tercap